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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Tinjaun Yuridis Putusan Sanksi Administratif Terhadap Dokter 

Praktik Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)”. Dalam penulisannya menggunakan metode 

penelitian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bertujuan untuk 

menemukan prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum yang bisa digunakan 

untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengutip dari Peter Mahmud Marzuki, 

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:(1) 

Bagaimanakah tinjauan yuridis putusan sanksi administratif terhadap dokter praktik 

tanpa SIP? (2) Bagaimanakah analisis sanksi pidana bagi dokter praktik yang 

melakukan kelalaian medis berbasis restorative justice? Kesimpulannya bahwa, 

pada rumusan masalah yang pertama yaitu tertuang dalam putusan Mahkamah 

Kontitusi pada perkara Nomor 4/PUU-V/2007 bahwa dalam Pasal 75 Ayat (1) dan 

Pasal 76,79 huruf a dan e UU No.36/2004 telah menimbulkan perasaan tidak aman 

dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang 

dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal 

demikian tidak sesuai dengan maksud Pasal 28G Ayat (1), 28H Ayat (1)  UUD NRI 

1945. Dengan demikian hanya mempertahankan sanksi denda,ancaman pemidanaan 

berupa pidana penjara dan kurungan yang terdapat dalam tersebut tidak sesuai 

dengan filsafat hukum pidana dan bertentangan UUD NRI 1945 maka pasal tersebut 

tidak mempunya hukum mengikat. Rumusan masalah yaitu merupakan perintah 

yang sah, jelas dan tegas dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 

UU No.36/2009. Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa  antara tenaga kesehatan 

atau tenaga medis dan pasien maka penyelesaian sengketa dengan cara mediasi 

terlebih dahulu sesuai dengan pijakan dalam filosofi dasar dari sila ke empat 

pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. 

Kata kunci : Sanksi Administrasi, Dokter Praktik, Restorative Justice. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled “Juridical Review of Administrative Sanctions Decisions 

Against Practicing Doctors Without a Practice License (SIP)”. In writing it uses 

normative research methods, using a statutory approach, a conceptual approach. 

This research is a legal research aimed at finding legal principles, as well as 

various legal doctrines that can be used to answer the legal issues at hand. Quoting 

from Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process to find a rule of 

law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The 

formulation of the problems in this study are: (1) What is the juridical review of 

administrative sanction decisions against practicing doctors without SIP? (2) What 

is the analysis of criminal sanctions for practicing doctors who commit medical 

negligence based on restorative justice? The conclusion is that, in the first 

formulation of the problem, namely contained in the decision of the Constitutional 

Court in case Number 4/PUU-V/2007 that in Article 75 Paragraph (1) and Article 

76.79 letters a and e of Law No.36/2004 has created feelings insecurity and fear as 

a result of disproportionate between the offense committed and the criminal threat 

stipulated in the law. This is not in accordance with the intent of Article 28G 

Paragraph (1), 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. Thus it only maintains fines, threats of punishment in the form of 

imprisonment and confinement contained in these are not in accordance with the 

philosophy of criminal law and contradicts the Constitution of the Republic of 

Indonesia 1945, this article does not have binding law. The formulation of the 

problem is that it is a legal, clear and firm order to carry out mediation in 

accordance with the provisions in Article 29 of Law No.36/2009. Therefore, if a 

dispute occurs between a health worker or medical staff and a patient, the settlement 

of the dispute by means of mediation is in accordance with the basic philosophy of 

the four precepts of Pancasila, namely priority deliberation in decision making. 

Keywords: Administrative Sanctions, Practicing Doctor, Restorative Justice.
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